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Undang-Undang No. 30 tentang Pokok Agraria Tahun 1960 mengatur bahwa negara Indonesia (pemerintah
pusat dan pemerintah daerah) merupakan satu-satunya pemegang wewenang pertanahan yang dapat
menguasai dan memberikan hak atas tanah pada warganegara. Namun, penerapan Undang-Undang No. 13
Tahun 2012 tentang Keistimewaan Y ogyakarta (UUK), tidak hanya memberikan status hukum yang jelas
bagi lembaga Kasultanan Y ogyakarta, melainkan juga memberikan kepadanya klaim dan wewenang atas
tanah miliknya, Sultanaat Grond (SG). Pendekatan hukum-formal melihat bahwa ini adalah hasil dari
pluralisme hukum pertanahan dan menyodorkan unifikasi hukum sebagai solusinya. Artikel ini berargumen
bahwa pluralisme hukum bukanlah hasil dari kesalahan tata kelola pemerintahan, melainkan hasil rancangan
dari pembangunan negara Indonesia sejak masa kolonial sampai dengan masa kini. Dengan menggunakan
teori rezim penguasaan tanah (land tenure regime) untuk analisis, artikel ini melihat bahwa UUK Tahun
2012 yang melembagakan dan menghidupkan kembali Sultanaat Grond (SG) sebagai tanah keragjaan di

Y ogyakarta adal ah konsekuensi logis dari kewenangan berlapis dari negara Indonesia: antara pemerintah
pusat dan daerah, serta menguatnya politik tradisionalisme pasca-Reformasi.
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